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abstrak

Pelaksanaan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan 
asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek 
pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkan nya nilai-nilai keadilan dan solidaritas 
sosial, serta adanya penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan 
negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai 
bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam melayani BPJS kesehatan 
di indonesia salah satu masalah yang terjadi yaitu kurang nya responsif tenaga medis 
terhadap pasien BPJS di indonesia penelitian ini berusaha untuk mengungkap masalah yang 
berhubungan dengan prinsip-prinsip good governance dengan menggambarkan suatu fakta 
yang berkaitan dengan BPJS kesehatan di indonesia  dan alasan penulis meneliti secara 
nasional karena hampir semua pasien BPJS kesehatan di daerah yang ada di Indonesia 
memiliki keluhan yang sama terkait masalah  pelayanan pelayan pasien BPJS kesehatan di 
Indonesia.

Kata kunci: Pelayanan Pasien, BPJS Kesehatan, Good Governance 

abstract

The implementation of good governance can serve as a crucial component in the pursuit of 
democratic principles and the process of democratization, which inherently involves upholding the 
rights of individuals by those in power, promoting justice and social solidarity, and safeguarding 
human rights in all aspects of national life. This research aims to comprehensively examine the 
challenges pertaining to the implementation of good governance principles within the context of 
BPJS healthcare services in Indonesia. One of the prominent issues identified is the inadequate 
responsiveness of medical personnel towards BPJS patients in the country. The primary objective 
of this research is to elucidate the intricacies inherent in implementing good governance principles 
within the context of BPJS healthcare services in Indonesia. By employing a rigorous empirical 
investigation, the study endeavors to illuminate the actual provision of healthcare services to 
BPJS patients. It is worth noting that the decision to adopt a national scope for this research 
stems from the pervasive complaints voiced by BPJS patients across diverse regions in Indonesia, 
which underscore systemic deficiencies plaguing the delivery of healthcare services by BPJS.
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a. Pendahuluan

Pelayanan publik melahirkan aspek pelayanan dasar bagi aparatur negara sesuai 
dengan undang-undang dasar 1945 alenie 4, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kinerja di bidang publik, harus dibarengi dengan penentuan standar pelayanan publik. 
Manajemen sektor publik belum dikatakan lengkap apabila tidak ditetapkan standar pelayanan 
publik yang menjadi dasar bagi manajemen untuk bertindak. Standar pelayanan publik 
merupakan standar kinerja minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instansi  pemerintah  
dalam suatu  organisasi di bidang publik.

Dalam rangka tercapainya standar pelayanan publik tersebut, setiap unit pelayanan harus 
menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Gelombag reformasi sudah bergulir menuntut 
perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Salah satu latar belakang terjadinya 
reformasi adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karna Pemerintah tidak mampu 
memberikan pelayanan yang baik dan sesuai kepada masyarakat. Sebagai pemilik kedaulatan 
rakyat sudah tidak memiliki haknya lagi. semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan 
aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan ke tatanegaraan yang bisa mendukung 
kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2 berbunyi “pelayanan 
publik bermaksud untuk  memberikan kepastian hukum dalam hubungannya antara masyarakat 
dan penyelenggara pelayanan publik” pasal 3 berbunyi “tujuan Undang-Undang tentang 
pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang resmi tentang hak, tanggung 
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang berkaitan dengan  penyelenggaraan  
pelayanan publik, terbentuk nya sisitem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai  
dengan asas-asas tujuan pemerintah dan koorporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan 
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terwujudnya perlindungan 
dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (UU Nomor 
25 Tahun 2009.1

Untuk Mewujudkan pelayanan publik yang baik dibidang badan penyelenggara jaminan 
sosial ( BPJS ) kseshatan tentunya harus ada upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan 
yang baik pula dengan konsep Good-Governance (tata pemerintahan yang baik) dan konsep 
public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas. Laporan yang ditulis oleh Daniel 
Kaufman (2002) dari hasil survei di beberapa negara menunjukkan bahwa unsur-unsur tata 
pemerintahan yang baik antara lain: mencakup pemenuhan hak-hak politik warganegara, 
kemampuan negara untuk mengendalikan korupsi birokratis, membuat peraturan yang 
kondusif, dan yang penting juga adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan 
publik dengan sebaik-baiknya2.

Upaya penyelenggara jaminan kesehatan sebagaimana yang dimaksud di atas,  
dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan 
fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, 

1  Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). Konsep Good Governance Dalam Prespektif Pelayanan Publik : Sebuah Tin-
jauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban. Edisi 3.1, hal. 73-85.

2  Kumorotomo, Wahyudi. (2007). Paper: Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Kemitraan Strategis untuk 
Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Pekanbaru, Seminar. Vol 16.
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pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang 
bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan 
masyarakat luas guna mencapai luas,     derajat kesehatan yang optoimal.

Dalam hal program pembangunan nasional di bidang BPJS  kesehatan yang diupayakan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan dan memantapkan segala 
kebijaksanaan dalam sistem kesehatan nasional yang mencerminkan upaya pemerintah untuk 
membela hak-hak pasien BPJS selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan, peningkatan 
derajat kesehatan merupakan suatu konsekuensi logis terhadap mutu pelayanan kesehatan 
yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu pelayanan dan penyediaan fasilitas pada setiap 
rumah sakit bisa dinikmati oleh semua pihak dengan perasaan yang lega.

Kemampuan manajemen kesehatan yang merupakan kunci dari keberhasilan 
pelaksanaan kesehatan sehingga saat ini belum sepenuh nya memadai. Penyebab nya 
adalah masih belum memadai nya sisitem informasi kesehatan untuk di sebar luaskan 
kepada masyarakat, adanya perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien 
umum, serta belum mantap nya pengendalian dan pengawasan serta penilaian program 
yang ditetapkan. Umum nya sorotan tersebut lebih ditujukan pada kekurangan pihak 
dokter dan keterbatasan alat dalam memenuhi hak-hak pasien, pemeriksaan dokter 
yang tidak tepat waktu, kurangnya informasi medis yang diberikan kepada pasien, 
prosedur pelayanan yang menyulitkan konsumen (pasien), perlakuan para medis yang 
diskriminatif antara yang kaya dan yang miskin, pelayanan dokter yang tidak tepat 
waktu akhirnya terdapat pasien yang meninggal sebelum mendapat pertolongan dan 
lain-lain.

Penjelasan di atas menerangkan, bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 
(2) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Semenjak kesehatan diakui sebagai salah 
satu hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Hal tersebut 
tidak terlepas dari pengertian ”kesehatan”. Kesehatan menurut UU No.36/2009 adalah 
keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.3

Berangkat daripada itu  ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu 
dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip good 
governance.4

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS dalam penelitian ini adalah 
BPJS Kesehatan. Tugas utama BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa 
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.5

3  Hidayat, Rif’atul. (2017). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Syari’ah. Jurnal Hukum 
dan Pemikiran, Vol, 16.2, hal. 127-134.

4  Asih Eka Putri, Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, Legislasi Indonesia Volume 9 hal. 246
5  https://repository.uir.ac.id 
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Sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan tersebut, peserta Jamkesmas secara otomatis 
menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar 
oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan masyarakat yang pada mulanya merupakan 
peserta Jamkesmas belum seluruhnya mengetahui prosedur baru pada program jaminan 
kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, sehingga masih banyak 
peserta yang mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selain 
itu masyarakat juga banyak yang belum mengerti jika mereka dikategorikan sebagai 
konsumen yang hak-haknya dilindungi.

Sedangkan Pada Pasal 5 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, menyebutkan 
Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri 
atas: orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu.6

Pada BPJS terdapat Sistem rujukan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara 
berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, 
peserta dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau 
dokter keluarga yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan. Apabila peserta 
memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta dapat dirujuk ke 
fasilitas kesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder. Pelayanan kesehatan 
di tingkat ini hanya dapat diberikan apabila peserta mendapat rujukan dari fasilitas 
primer. Rujukan ini hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan 
kesehatan spesialistik dan fasilitas kesehatan primer yang ditunjuk untuk melayani 
peserta tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta 
karena keterbatasan fasilitas, pelayanan, dan atau tenaga.Apabila penyakit peserta masih 
belum dapat tertangani di fasilitas kesehatan sekunder, maka peserta dapat dirujuk ke 
fasilitas kesehatan tersier. Di sini, peserta akan mendapatkan penanganan dari dokter 
sub-spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan.7

Dalam undang-undang BPJS kesehatan Tujuan utama dibentuknya lembaga tersebut 
yaitu seluruh penduduk mendapatkan pelayanan dan hak untuk sehat. Namun, pada 
kenyataannya banyak pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan ditolak oleh rumah 
sakit dengan alasan kapasitas rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan penuh ataupun 
peserta BPJS Kesehatan tidak mendapat rujukan.

b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, Metode 
penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan 
metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam merumuskan kesimpulan yang ditarik dari 
sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu 
ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis 
dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu 
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

6  New.detik.com.
7  Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah 

Sakit, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 3-5
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C. PeMbahasan

1. Pengaturan Pelayanan bPjs kesehatan di indonesia

Pasal 7 ayat 1 dan 2 seirta pasal 9 ayat  1 dalam uindang-uindang nomor 24 tahuin 2011 teintang 
BPJS dan Uindang-Uindang nomor 40 tahuin 2011 teintang Sisteim Jaminan Sosial Nasional, Pasal 
1 Angka 8, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Badan Peinyeileinggara Jaminan Sosial Keiseihatan (BPJS) 
Keiseihatan adalah badan huikuim puiblik yang beirtangguingjawab keipada preisidein dan beirfuingsi 
meinyeileinggarakan  program jaminan keiseihatan bagi seiluiruih peinduiduik Indoneisia teirmasuik 
orang asing yang beikeirja paling singkat einam builan di Indoneisia. Badan Peinyeileinggara 
Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan huikuim yang di buiat  uintuik meinyeileinggarakan program 
jaminan sosial.

Asas keiseitaraan/keiseideirajatan (eiquiality  principlei) meiruipakan suiatui prinsip dasar yang 
meinjadi acuian bahwa seitiap individui mauisia meimiliki hak asasi seitiap individui   meimiliki 
keikduiduikan yang sama deingan lainnya prinsip ini juiga meimbeintuik eikuialitas,  dimana seitiap 
orang haruis dipeirlakuikan sama pada situias yang sama dan dipeirlakuikan  beirbeida pada situiasi 
beirbeida.  Peirnyataan teirseibuit meiruipakan peindapat peineiliti yang dibuiat beirdasarkan postuilasi, 
bahwa seitiap manuisia adalah seideirajat ataui rata dan sama-sama meimiliki hak asassi manuisia 
seibagai pondasi seicara kodrati meileikat pada diri seitiap pribadi manuisia, konseikuieinsinya 
seitiap pribadi manuisia meimiliki “keiseideirajatan” “keiseitaraan” dan “eikuialitas”. Ini beirarti puila 
hak asasi manuisia meimpuinyai sifat seicara uiniveirsal ataui eiksteirnal (langgeing/abadi) tanpa 
meimandang apapuin ras, warna kuilit, jeinis keilamin, bahasa, agama ataui keipeircayaannya, 
peindapat politiknya, keibangsaan ataui nasionalitasnya dan suikui bangsanya. Seilain itui hak-hak  
dasar antara yang satui deingan yang lainnya sangat koreilatif seihingga tidak bisa dileipaskan dan 
tidak bisa dibagi-bagi (inteirreilateid, indeipeindeint, dan indivisiblei) manuisia adalah seideirajat ataui 
seitara dan  sama-sama meimiliki HAM seibagai hak dasar  yang seicara kodrati meileikat pada 
diri seitiap invidui  manuisia, konseikuieinsinya seitiap individui manuisia meimiliki “keiseideirajatan”, 
“keiseitaraan” dan “eikuialitas”.Ini beirarti   puila HAM meimiliki sifat  uiniveirsal dan eiteirnal 
(langgeing/abadi) tanpa meimandang apapuin ras, warna kuilit, jeinis keilamin, bahasa, agama ataui 
keipeircayaan nya peindapat politiknya, keibangsaan ataui nasionalitasnya dan suikui bangsanya. 
Seilain itui hak-hak dasar antara yang satui deingan yang lainnya sangat koreilatif seihingga tidak 
bisa dileipaskan dan tidak bisa dibagibagi (inteirreilateid, indeipeindeint, dan  indivisiblei).8

Seilain keipastian huikuim dan keimanfaatan yang meinjadi tuijuian huikuim. Keiseitaraan 
meiruipakan bagian   yang tidak   teirpisahkan   dari   keiadilan distribuitif dan keiadilan koreiktif. 
Yang  peirtama  beirlakui  dalam  huikuim  puiblik,  yang keiduia  dalam  huikuim pidana  dan  peirdata.  
Keiadilan  distribuitif dan  koreiktif  sama-sama reintan teirhadap masalah keisamaan ataui keiseitaraan 
dan hanya bisa di meingeirti dalam  keirangkanya. Dalam  wilayah  keiadilan  distribuitif,  hal  yang  
peinting  ialah bahwa imbalan yang sama rata dibeirikan atas peincapaian yang sama rata. Pada 
yang keiduia,  yang  meinjadi peirsoalan  ialah  bahwa keitidak seitaraan yang  diseibabkan  oleih 
misalnya, peilanggaran keiseipakatan, dikoreiksi dan dihilangkan.

Meingacui dalam dinamika peilayanan jaminan sosial bisa dapat dipastikan diteimuii 
banyaknya inteiraksi antara seisama peiseirta dan peilaksana peilayanan keiseihatan. Oleih kareina itui 
meimuingkinkan muincuilnya rasa keitidak seisuiaian antara peiseirta deingan peilaksana peilayanan 
keiseihatan. Seihingga dibuituihkan suiatui nilai yang dapat dijadikan  acuian uintuik peilayanan 

8  Riasari, R. H. “Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasar-
kan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.” Jurnal Supremasi (52-37 :(2022.
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keiseihatan. Asas keiseitaraan adalah nilai yang dapat diguinakan seibagai panduian teirseibuit yang 
dimaksuid deingan keiseitaraan dalam peilayanan jaminan  keiseihatan adalah keisamaan kondisi 
bagi peiseirta uintuik meimpeiroleih keiseimpatan seirta hak-haknya dalam meinikmati peilayanan 
jaminan keiseihatan seisuiai deingan pilihannya Seilanjuitnya, keiseitaraan juiga meilipuiti 
peinghapuisan diskriminasi dan keitidakadilan struiktuiral dan kuiltuiral baik bagi peiseirta 
peineirima bantuian iuiran mauipuin bagi peiseirta buikan peineirima bantuian iuiran.

Adapuin huibuingan keirja sama antar leimbaga (BPJS) ataui badan peinyeileinggara jaminan 
sosial keiseihatan deingan faslitas keiseihatan yang teilah diamanatkan dalam Peiratuiran Peimeirintah 
reipuiblik indoneisia nomor 85 tahuin 2013 Pasal 6 ayat 1 dan 2 (BPJS) badan peinyeileinggara 
jaminan sosial uintuik meilakuikan tuigasnya, dapat meilakuikan keirjasama deingan organisasi 
ataui leimbaga lain dalam neigeiri dan luiar neirgi. Keirja sama ini dilakuikan dalam rangka 
meiningkatkan kuialitas BPJS Keiseihatan ataui meiningkatkan kuialitas peilayanannya keipada 
peiseirta BPJS.9

Jika teirdapat instansi keiseihatan meilakuikan diskriminasi pada pasiein. Maka instansi 
teirseibuit teilah meilanggar keiteintuian Peiratuiran Peimeirintah RI Nomor 85 Tahuin 2013 Pasal 6 
ayat 1 dan 2 BPJS dan Peiratuiran Keimeinkeis RI No 28 Tahuin 2014 Bab 4 yang meinyatakan 
bahwa  “Manfaat jaminan yang dibeirikan keipada peiseirta dalam beintuik peilayanan keiseihatan 
yang beirsifat  meinyeiluiruih (kompreiheinsif) beirdasarkan keibuituihan meidis yang dipeirluikan”. 
Pada dasarnya, BPJS  haruis diaplikasikan deingan meimpeirhatikan nilai keiadilan sosial agar 
tidak teirjadi keitimpangan  peilayanan keiseihatan.

Pihak BPJS keiseihatan seindiri wajib meimbeirikan informasi seileingkap leingkapnya  meingeinai 
hak dan keiwajiban masyarakat keipada para peituigasnya di lapangan, agar meireika dapat 
langsuing meinanggapi seirta meimbeirikan jawaban bila seiwaktui-waktui warga datang uintuik  
beirtanya. Oleih kareina itui, BPJS Keiseihatan peirlui meingeimbangkan adanya meikanismei meingeinai  
peinanganan keiluihan seicara teirsisteimatis dan teirstandar. Seiteilah itui, BPJS Keiseihatan wajib  
meinsosialisasikan proseiduir barui teirseibuit keipada seiluiruih peituigasnya dan juiga masyarakat 
deingan  seibaik-baiknya. Deingan meintransparankan proseiduir teirseibuit seicara tidak langsuing 
BPJS  Keiseihatan teilah meimpeirmuidah masyarakat dalam meimbantui diri meireika seindiri dalam  
meinyeileisaikan masalah yang dihadapi.10

Seidangkan meinuiruit peiratuiran preisidein (Peirpreis) No. 82 Tahuin 2018 teintang Jaminan 
Keiseihatan teilah meingatuir peilaksanaan peilayanan keiseihatan bagi pasiein BPJS Keiseihatan muilai 
dari keipeiseirtaan, beisar iuiran, fasilitas keiseihatan dll. Peilayanan keiseihatan meinjadi keibuituihan 
seitiap warga neigara maka peimeirintah beiruipaya dari waktui kei waktui uintuik meinghasilkan 
program-program yang dapat meiningkatkan peilayanan keiseihatan seicara meinyeiluiruih.11

Peilayanan keiseihatan yang di peiroleih peiseirta badan peinyeileinggara jaminan sosial (BPJS) 
keiseihatan itui seindiri meilipuiti, peilayanan keiseihatan tingkat peirtama, peilayanan keiseihatan 
ruijuikan tingkat lanjuitan, dan peilayanan keiseihatan lainnya yang beikeirjasama deingan BPJS 
Keiseihatan. Uintuik meiwuijuidkan deirajat keiseihatan yang tinggi di masyarakat seimuia komponein 
bangsa wajib ikuit seirta dalam meilakuikan peimbanguinan keiseihatan. Peimbanguinan keiseihatan 

9  Suprianto, Arip, and Dyah Mutiarin. “Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.” Journal of Gov-
ernance and Public Policy 107-71 :(2017) 4.1.

10  Widiastuti, Ika. “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa 
Barat.” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 2.2 (2017): 91-101.

11  Ryani, Amalia Indah, Ahmad Syaifudin, and Ahmad Bastomi. “pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS 
kesehatan berdasarkan perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan (studi di RSUD dr. SAYIDIMAN 
MAGETAN).” Dinamika 6692-6679 :(2023) 29.1.
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meiruipakan bagian dari peimbanguinan nasional, dalam peimbanguinan keiseihatan tuijuian yang 
ingin dicapai adalah meiningkatkan deirajat keiseihatan masyarakat yang optimal.

Masyarakat seihat dan mandiri seirta beirkeiadilan adalah  meiruipakan  visi  dari 
Keimeinteirian Keiseihatan dalam meilaksanakan peimbanguinan keiseihatan. Dalam uipaya 
meinuijui masyarakat seihat yang mandiri dan beirkeiadilan, maka peimbanguinan peilayanan 
keiseihatan di Indoneisia muilai beiralih dan beirorieintasi pada paradigma seihat ini beirarti 
seiluiruih   keigiatan peilayanan kuiratif dan reihabilitatif haruis meimpuinyai daya uingkit 
yang tinggi  bagi peiningkatan keiseihatan dan peinceigahan peinyakit orang seihat.

2. Reformasi birokrasi Pelayanan bPjs kesehatan di indonesia

Proseiduir, sisteim peilayanan BPJS, sarana dan prasarana dan teinaga meidis yang kuirang 
meimadai. Oleih kareina itui dipeirluikan suiatui reiformasi birokrasi dalam meiningkatkan 
peilayanan bidang keiseihatan khuisuisnya peilayanan BPJS keiseihatan keipada masyarakat. Birokrasi 
adalah seibuiah peirangkat sisteim yang niscaya bagi seitiap roda peimeirintahan.12

Tanpa meikanismei birokrasi teirseibuit maka instituisi peilayanan puiblik akan stagnan dan bahkan 
dapat tak beirfuingsi sama seikali. Seijak reiformasi tahuin 1998 diguilirkan, reiformasi birokrasi 
adalah bagian dari suibsisteim yang meinjadi tuintuitan. Kareina transparansi dan akuintabeilnya 
seibuiah instituisi apapuin seijatinya meisti didasari oleih seibuiah meikanismei birokrasi yang beirsih, 
auitokritik, disiplin dan dituinjang oleih SDM yang meimiliki rasa tangguingjawab dan ideialisme..  
Peineirapan birokrasi yang meilayani seicara profeisional, beirsih dari prakteik koruipsi, koluisi dan 
neipotismei faktanya meiruipakan cita-cita yang masih beiluim teirwuijuid. Dibuituihkan political will 
dari seitiap stakeiholdeir dalam peincapaian keibijakan-keibijakan seitiap Instituisi peimeirintahan 
dalam fuingsinya seibagaipeilayanan puiblik (Puiblic Seirvicei).

Birokrasi keiseihatan masa kini, keiseihatan adalah modal uitama seitiap bangsa yang ingin majui 
dan seijahteira. Seilain peindidikan bagi seitiap warga neigara, keiseihatan adalah prasayarat normatif 
yang sangat beirkaitan deingan tingkat keimakmuiran seibuiah bangsa. Kareina tanpa keiseihatan 
yang teirjamin seibuiah bangsa akan keisuilitan meimbeintuik seibuiah pondasi produiktivitas eikonomi 
bagi seitiap warganya, bahkan masalah keiseihatan juistrui akan meinjadi beiban eikonomi bagi 
warga neigara. Suipaya keiseihatan dianggap peinting teintui saja tidak hanya meinjadi tuigas insan 
seihat uintuik meindorong peiruibahan paradigma seihat dari kuiratif orieinteid (beirobat jika sakit) 
meinjadi preiveintiv orieinteid (meinceigah seibeiluim sakit). Dipeirluikan peiran aktif lintas seiktor, 
eiduikasi peilajar di seikolah, eiduikasi dilingkuingan keiluiarga, dan political will dari birokrasi 
peimeirintahan muilai dari tingkat RT/RW hingga keitingkat peimeirintah puisat dalam hal ini 
keimeinteirian keiseihatan. Agar program-program keiseihatan yang seicara strateigis direincanakan 
oleih keimeinteirian keiseihatan teipat sasaran, maka feinomeina meinjadikan program keiseihatan 
seibagai isui-isui politik seibaiknya ditinjaui keimbali. Kareina hanya deingan deimikian konseipsi 
reincana strateigis bidang keiseihatan yang beirsifat jangka panjang dapat seicara peirlahan teirwuijuid.

Political will meinata birokrasi keiseihatan yang beirsih dan beirwibawa haruis meindapat 
duikuingan dari seimuia kalangan, baik itui birokrat, teiknokrat, politisi, swasta, peimeirintahan 
eikseikuitif, leigislatif, LSM, dan seiluiruih masyarakat Indoneisia pada uimuimnya. Tak ada jalan lain 
seilain beirseipakat bahwa peilayanan keiseihatan seijatinya adalah tuigas dari seimuia eileimein dan 
haruis dibanguin atas dasar konseipsi yang jeilas, peilaksanaan yang transparan dan teipat sasaran.13

12  Putra, Bayu Karunia, et al. “Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN 
di Kota  Malang.” Jurnal Ilmiah Publika 9.1 (2021): 1-13.

13  Widiastuti, Ika. “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa 
Barat.” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 2.2 (2017): 91-101. 
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Masyarakat haruis didorong uintuik meinceirdaskan dirinya, meimandirikan dirinya baik dari 
sisi paradigma seihat hingga pada leiveil peiruibahan peirilakui seihat yang leibih baik meinceigah 
daripada meingobati. Attituidei dan keiceirdasan stakei holdeir, seitiap peilakui birokrasi keiseihatan 
pada akhirnya akan diuiji oleih seibuiah kondisi. Keitika siapapuin itui beirada pada seibuiah sisteim 
birokrasi keiseihatan keirap beirseintuihan deingan hal-hal yang paradoks dan peirasaan yang 
dileimatis. Disatui sisi tuintuitan peiruibahan birokrasi adalah seibuiah keiniscayaan seimeintara di 
sisi lain sisteim birokrasi meiwariskan beinang kuisuit dimana-mana. Birokrasi warisan ordei barui 
meinguiji attituidei seitiap orang, apakah dia teinggeilam dalam sisteim yang teilah meingakar atauikah 
dia akan muincuil seibagai ageint of change i     (tokoh-tokoh peiruibahan).

Attituidei (peirilakui) yang juijuir dalam seibuiah sisteim birokrasi adalah syarat uitama 
agar sisteim dapat beirjalan deingan baik. Walauipuin para birokrat ataui peilakui sisteim 
dalam seibuiah instituisi apapuin beirmodalkan keipintaran, keiceirdasan, keikuiatan politik, 
keikuiasaan dan weiweinang jika attituidei keijuijuiran dan peirhatian yang tinggi pada 
komitmein peiruibahan kei arah yang leibih baik nihil, maka niscaya meinghasilkan ouit-
puit yang nihil puila, dan hasilnya akan beiruijuing keipada peilayanan puiblik yang beirsifat 
seimui, manipuilatif dan tidak eifeiktif dan eifisiein.

Peinyeileinggaraan birokrasi keiseihatan modeirn profeisionalismei dan eitos keirja seirta 
peirilakui juijuir dalam meingeilola sisteim birokrasi keiseihatan meiruipakan keibuituihan masa 
kini dan haruis ada keisadaran koleiktif bagi seimuia insan seihat dan juiga stakeiholdeir 
yang lain. Peineirapan teiknologi informasi seibagai peinuinjang kineirja yang baik peirlui 
dibeirdayakan, seipeirti peilaporan program-program keiseihatan di puiskeismas, reikap 
peilaporan dinas keiseihatan kabuipatein, provinsi hingga puisat suidah haruis meimiliki 
teiknologi sisteim informasi keiseihatan yang akseisnya ceipat, muidah dalam hal monitoring 
seirta peinginpuitan data-data program keiseihatan yang beinar-beinar dilakuikan, seihingga 
keiabsahan data seirta validitasnya beinar-beinar dapat dipeirtangguingjawabkan.

Sisteim manajeimein organisasi birokrasi keiseihatan muilai dari puiskeismas peimbantui, 
puiskeismas induik, dinas keiseihatan dan deiparteimein keiseihatan agar diuipayakan 
meimiliki sisteim organisasi yang auitokritik, dalam artian seilain meimiliki proseiduir 
peineirapan manajeimein yang bakui, juiga seibaiknya haruis ada proseis peirtangguingjawaban 
seicara transparan baik seicara inteirnal organisasi mauipuin seicara eiksteirnal organisasi. 
Manajeimein keiseihatan modeirn haruis didorong kei arah peinguiatan profeisionalismei keirja 
yang beirbasis attituidei yang baik, eitos keirja seirta sisteim monitoring yang baik agar seitiap 
instituisi meimiliki balancing poweir di dalam instituisinya seindiri. Ada kontrol pada diri 
seitiap peilakui sisteim seihingga peinyalahguinaan weiweinang dapat dihindari seihingga 
peirceipatan (akseileirasi) tuijuian visi keiseihatan dapat teirwuijuid.

d. kesiMPulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan: Pertama 
Pengaturan pelayanan publik BPJS kesehatan di indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang 
petunjuk tekhnis penjaminan pelayanan kesehatan dengan asuransi tambahan dalam 
program jaminan kesehatan yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi fasilitas kesehatan 
rujukan tingkat lanjut adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 
perorangan. Peneliti merekomendasikan kepada pembuat undang-undang, Presiden, 
DPR atau pejabat yang berwewenang untuk membuat ketentuan Dalam meningkatkan 
sistem pelayanan publik dibidang kesehatan harus mendapatkan jaminan kesehatan 
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secara adil dan menerapkan sistem kesehatan yang merata tanpa adanya diskriminasi. 
Kedua Model ideal pelayanan publik BPJS kesehatan untuk mewujudkan good governance 
di Indonesia adalah berupa sistem, prosedur, sumber daya manusia (SDM) tenaga medis, 
serta harus menerapkan prinsip responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan untuk mewujudkan 
good governance di Indonesia.
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